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Kata Pengantar  
 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta‘ala 

atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku 

berjudul “Kompedium Hukum Pemilu Indonesia: Teori, Konstitusi, 

Regulasi, dan Rekonstruksi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini 

merupakan hasil refleksi ilmiah dan sintesis akademik yang berupaya 

mengurai kompleksitas hukum pemilu Indonesia dari perspektif 

teoretis, konstitusional, dan regulatif, sekaligus menawarkan gagasan 

rekonstruktif bagi masa depan demokrasi elektoral di tanah air. 

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya 

dipahami sebagai mekanisme prosedural, melainkan sebagai 

manifestasi prinsip keadilan, legitimasi, dan akuntabilitas kekuasaan. 

Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum pemilu perlu didekati 

secara integral — mencakup dasar teori politik hukum, konsep keadilan, 

hingga aspek konstitusional dan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Dalam konteks tersebut, buku ini hadir untuk 

memberikan peta konseptual dan analisis sistematis mengenai 

dinamika pengaturan pemilu di Indonesia, mulai dari sejarah 

amandemen UUD 1945, asas Luber Jurdil, hingga evolusi regulasi dari 

UU No. 42 Tahun 2008 hingga UU No. 7 Tahun 2023. 

Secara akademis, buku ini disusun dengan struktur yang 

komprehensif: diawali dengan pembahasan teori-teori fundamental 

yang menjadi landasan hukum pemilu, dilanjutkan dengan elaborasi 

konstitusi dan pasal-pasal kunci UUD 1945, analisis regulasi pemilu 

dalam berbagai undang-undang, hingga kritik terhadap ketimpangan 
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dan ketidakadilan yang masih terjadi dalam praktik pemilu. Bagian akhir 

buku ini menawarkan rekonstruksi politik hukum pemilu yang 

berorientasi pada keadilan substantif dan konsolidasi demokrasi. 

Penulis menyadari bahwa kajian hukum pemilu merupakan bidang 

yang sangat dinamis, selalu bergerak mengikuti perkembangan sosial-

politik dan teknologi informasi. Karena itu, buku ini diharapkan tidak 

hanya menjadi referensi teoretis bagi akademisi, mahasiswa hukum, 

dan penyelenggara pemilu, tetapi juga inspirasi bagi para pembuat 

kebijakan untuk terus memperbaiki regulasi pemilu agar sejalan 

dengan nilai-nilai konstitusi, Pancasila, dan prinsip negara hukum 

demokratis. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang 

telah memberikan dukungan, baik moral maupun intelektual, dalam 

proses penyusunan buku ini. Secara khusus kepada rekan sejawat, 

mahasiswa, dan para peneliti di bidang hukum tata negara yang telah 

menjadi mitra diskusi dan sumber inspirasi. Semoga buku ini dapat 

memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan 

praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.  

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat, menjadi 

amal jariyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

memperkaya literatur hukum pemilu di Indonesia. Kritik dan saran yang 

konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya di 

masa mendatang. 

 

Serang, 10 Oktober 2025 
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